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BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektifitas
pelaksanaan pemberian tambahan  penghasilan untuk
menunjang mobilitas kerja, serta untuk melaksanakan
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Kendaraan Dinas Operasional Jabatan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);



9.

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007
Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2012 Nomor 10/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 74 Tahun 2016
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 74)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi;

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Banyuwangi;



4

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

7. Unit Kerja adalah bagian pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang
melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan,;

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi;

9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara;

10. Tambahan Penghasilan PNS untuk menunjang mobilitas
kerja yang selanjutnya disingkat TPP Penunjang Mobilitas
Kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang
menduduki Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV;

11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi yang dipergunakan hanya untuk
kepentingan dinas, terdiri dari kendaraan perorangan dinas,
kendaraan operasional/kendaraan dinas jabatan, dan
kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;

12. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan
dinas yang dipergunakan pejabat struktural hanya untuk
menunjang kegiatan operasional kedinasan baik roda 4

(empat) maupun roda 2 (dua).

BAB II
PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN
Pasal 2
(1) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan hanya dapat
dipergunakan untuk kepentingan dinas;
(2) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan dapat dipergunakan

pada hari libur untuk kepentingan dinas;



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 3
Kendaraan Dinas Operasional Jabatan tidak boleh dibawa
pulang;
Kendaraan Dinas Operasional Jabatan tidak boleh dibawa
oleh keluarga (anak/istri dan keluarga lainnya) untuk
kepentingan pribadi;
Kendaraan Dinas Operasional Jabatan tidak boleh dibawa
mudik/keluar kota untuk kepentingan pribadi;
Kendaraan Dinas Operasional Jabatan wajib diparkir di

Kantor SKPD masing-masing.

BAB III

SANKSI

Pasal 4
Bagi Pejabat Struktural yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan
bukti yang sah akan dikenakan sanksi.
Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berupa berita acara
hasil pemeriksaan.
Berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun/dibuat oleh Tim Monitoring dan Evaluasi
Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi setelah
pelanggaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh setiap

pejabat struktural, melalui 3 (tiga) tahapan:

a. Tahap I : Teguran tertulis I
b. Tahap II : Teguran tertulis II
c. Tahap III : Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak
diberikan TPP Penunjang Mobilitas Kerja pada bulan
berkenaan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 1 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 195912271986031022
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